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Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat (BPR) merupakan 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, maka penerapan tata 

kelola yang baik sudah menjadi keharusan PT. BPR Chandra Muktiartha. 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan 

dalam jangka panjang serta memaksimalkan nilai perusahaan. Penyusunan 

kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Chandra Muktiartha dilakukan 

dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) yang mengharuskan bahwa setiap Bank Perkreditan Rakyat membuat 

laporan pelaksanaan penerapan Tata Kelola BPR tahun 2018 kepada Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). PT. BPR Chandra Muktiartha saat ini sudah berusaha 

untuk menerapkan Tata Kelola BPR dengan menjaga prinsip-prinsip Tata 

Kelola BPR yaitu Keterbukaan (Transparency), Akuntanbilitas (Accountability), 

Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran 

(Fairness). 

Manajemen PT. BPR Chandra Muktiartha berkomitmen untuk 

melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank 

Perkreditan Rakyat. Berikut adalah Pokok-Pokok Laporan Penerapan Tata 

Kelola selama tahun 2018 : 

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi 

 



 

D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Direksi dengan 

Direksi lain, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR 

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 

F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris 

dengan Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR 

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan 

Komisaris 

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah 

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

J. Jumlah Penyimpangan Intern (internal fraud) 

K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR 

L. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan 

M. Pemberian Dana/Bantuan untuk Kegiatan sosial dan kegiatan Politik, 

Baik Nominal Maupun Penerima Dana 

N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum. 

 

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan Tata Kelola 

BPR yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar Good Corporate 

Governance (GCG) telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-

prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) telah berjalan dengan baik, 

Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Audit 

Intern (AI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan 

Direksi. PT. BPR Chandra Muktiartha dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi, 

yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur dan Direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan. Anggota Direksi diangkat dan 

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Direksi berjumlah 3 (tiga) orang telah sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR).  Pengangkatan Direktur Utama berdasarkan Akta 

Notaris No 90 tanggal 25 April 2018, Direktur berdasarkan Akta No 69 

Tanggal 18 Mei 2016 dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan 

berdasarkan Akta No 58 tanggal 21 Nopember 2018 semua dihadapan  

 



 

Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH di 

Semarang, yang telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang, 

sebagaimana Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masa 

jabatan Direksi adalah 3(tiga) tahun, untuk Direktur Utama akan berakhir 

pada tahun 2021, Direktur akan berakhir pada tahun 2019 dan Direktur 

yang membawahkan fungsi kepatuhan  akan berakhir tahun 2021. 

 

Pada Tahun 2018 ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan 

Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut : 

a) Pemenuhan jumlah direksi (POJK No 4/POJK.03/2015 pasal 4) 

Nama Direktur Jabatan Masa Jabatan 

Ascar Setiyono, S.Sos, MM Direktur Utama 29-04-2018 s/d 29-04-2021 

Kus Sentono Halim, SE Direktur 20-05-2016 s/d 20-05-2019 

Parmiatun, SE 

Direktur yang 

membawahkan 

fungsi kepatuhan 

15-11-2018 s/d 15-11-2021 

 

b) Tempat tinggal dan domisili Direksi (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 5 

Alamat tempat tinggal dan domisili ketiga Direksi berada di Propinsi 

Yogyakarta. 

No Nama Alamat sesuai KTP 

1 Ascar Setiyono, S.Sos, MM 
Pondok Intan Permai 3 No C-6 RT 61 

RW 01 Kricak Tegalrejo Yogyakarta 

2 Kus Sentono Halim, SE 
Jl. Kusumanegara 113 RT 13 RW 04 
Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta 

3 Parmiatun, SE 
Pilahan KG I/723 RT/RW 039/012 
Rejowinangun Kotagede Yogyakarta  

 

c) Hubungan Keluarga Direksi (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 6) 

Ketiga Direksi tidak saling memiliki ikatan hubungan keluarga baik 

dari pihak ayah dan ibu. 

d) Uji kemampuan dan kepatutan Direksi  (POJK No 4/POJK.3/2015 

pasal 7) 



 

Ketiga Direksi telah lulus dan memiliki sertifikasi kompetensi Direksi 

yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif 

dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan Direktur (Fit and 

Proper tes) sesuai ketentuan OJK. 

e) Perangkapan Jabatan Direksi (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 8) 

Ketiga Direksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus di 

perusahaan lain namun Direktur Utama merangkap jabatan pada 

asosiasi yang masih berkaitan dengan industri BPR. 

No Nama Rangkap Jabatan 

1 Ascar Setiyono, S.Sos, MM Ketua DPD Perbarindo DIY 

2 Kus Sentono Halim, SE - 

3 Parmiatun, SE - 

 
f) Penggunaan Jasa profesional (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 17) 

Ketiga anggota Direksi selama ini tidak menggunakan penasihat 

perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan 

untuk segala keputusannya. 

g) Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai pedoman dan 

tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh 

anggota Direksi. 

h) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam 

rapat Direksi  dan pengambilan keputusan rapat Direksi harus 

dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi wajib 

dituangkan dalam  risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani 

oleh seluruh anggota Direksi yang hadir didistribusikan kepada 

seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik. 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai 

kewenangan di BPR, antara lain : 

a) Direksi bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan 

BPR. 

b) Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan,tugas dan 

Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 



 

c) Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam 

setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi BPR. 

d) Direksi menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi 

Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan. 

e) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari 

Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern 

BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas 

Jasa Keuangan,dan/atau Otoritas lainnya. 

f) Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya 

manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :  

1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang 

menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang 

operasional ; dan 

2) Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan Audit Intern yang Independen terhadap unit kerja 

lain. 

i) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

j) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat,relevan, 

dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 

k) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau 

penyedia jasa profesional sebagai konsultan. 

l) Direksi menyusun Rencana Bisnis BPR yang mencakup rencana 

strategis dengan persetujuan Dewan Komisaris dan menyampaikan 

Rencana Bisnis BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan 

berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Rencana 

Bisnis BPR. 

m) Direksi memastikan BPR telah memiliki dan menerapkan semua 

Kebijakan dan Prosedur dalam menunjang kegiatan operasional BPR. 

n) Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib 

kerja anggota Direksi. 

 



 

o) Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan 

pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat 

dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ 

atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR 

dan/ atau peraturan perundang- undangan. Anggota Direksi telah 

melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

Training dan/atau Sosialisasi yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai 

berikut : 

1. Pelatihan Collection System 

2. Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan 

3. Pelatihan Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah 

4. Pelatihan Membangun Budaya Anti Fraud 

 

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 

PT. BPR Chandra Muktiartha mempunyai oleh 2 (dua) orang anggota 

Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Pengangkatan Komisaris Utama berdasarkan 

Akta Notaris No 27 tanggal 07 April 2017 dan Komisaris berdasarkan Akta 

Notaris No  90 tanggal 25 April 2018 semua dihadapan Notaris Stefanus 

Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH di Semarang, yang 

telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana 

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masa jabatan Komisaris 

adalah 3 (tiga) tahun dan untuk Komisaris Utama akan berakhir pada 

tahun 2020, untuk Anggota Komisaris akan berakhir pada tahun 2021. 

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan 

pengawasan terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 

secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan prinsip-prinsip 

tata kelola BPR yang benar.  

 



 

Pada Tahun 2018 tidak ada perubahan susunan Komisaris, sehingga 

susunan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut : 

a) Pemenuhan jumlah Komisaris (POJK No4/POJK.03/2015 pasal 24) 

Nama Direktur Jabatan Tahun Berakhir 

FX Soewardi W.P  Komisaris Utama 07-04-2017 s/d 07-04-2020 

Dharmawan, SE, Akt Komisaris 29-04-2018 s/d 29-04-2021 

 

b) Tempat tinggal dan domisili Dewan Komisaris (POJK No 

4/POJK.3/2015 pasal 24) 

Alamat dan tempat tinggal anggota Dewan Komisaris berada di Propinsi 

Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah . 

No Nama Alamat sesuai KTP 

1 FX Soewardi W.P  Jl. Tanggul Mas IV RT 04 RW 09 Panggung 
Lor, Semarang Utara, Semarang 

2 Dharmawan, SE, Akt Beran Lor RT 06 RW 22 Tridadi Sleman 

Terkait dengan alamat dan tempat tinggal anggota Dewan Komisaris seperti 

dalam tabel di atas sudah cukup memenuhi ketentuan yang berlaku. 

c) Uji kemampuan dan kepatutan Komisaris  (POJK No 4/POJK.3/2015 

pasal 26) 

Kedua Komisaris telah lulus sertifikasi kompetensi Komisaris yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan 

telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai 

ketentuan OJK. 

d) Hubungan Keluarga Komisaris (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 27) 

Kedua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga baik dari 

pihak ayah dan ibu sampai dengan derajat kedua. 

e) Perangkapan Jabatan Komisaris (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 27) 

Rangkap jabatan yang ada saat ini adalah sebagai berikut : 

No Nama Rangkap Jabatan 

1 FX Soewardi W.P  
PT. BPR Gunung Mas Klaten 

PT. BPR Jateng Semarang 

2 Dharmawan, SE, Akt PT. BPR Karangwaru Pratama Yogyakarta 

 

 



 

 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya sesuai 

kewenangan di BPR, antara lain : 

a) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata 

Kelola pada setiap usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

b) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan 

nasihat kepada Direksi. 

c) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR kepada direksi 

yang disampaikan dalam rapat bersama direksi dan dituangkan 

dalam risalah rapat. 

d) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan 

keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait 

dengan : 

1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan 

yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit 

BPR ; dan 

2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- 

undangan. 

e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana 

dimaksud pada huruf d) merupakan bagian dari tugas pengawasan 

sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan 

tugas kepengurusan BPR. 

f) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti 

temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil 

pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau 

Otoritas lainnya. 



 

g) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan : 

1) Pelanggaran peraturan Perundang- undangan di bidang 

keuangan dan perbankan; dan/atau 

2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan 

kelangsungan usaha BPR. 

h) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman kerja 

dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 

i) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan 

untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan 

Tanggungjawab. 

Training dan/atau Sosialisasi yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris 

adalah sebagai berikut : 

1. Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan 

2. Pelatihan APU dan PPT 

3. Pelatihan Pengikatan Jaminan Kredit 

 

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI  

Nama Anggota Direksi 

Kepemilikan Saham 

PT.BPR Chandra 

Muktiartha 
Perusahaan lain 

Ascar Setiyono, S.Sos, MM Nihil Nihil 

Kus Sentono Halim, SE Nihil Nihil 

Parmiatun, SE Nihil Nihil 

 

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA 

DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN , DEWAN KOMISARIS 

DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR. 

Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara Independen, karena para 

pengurus BPR tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang 

selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota 

Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. 



 

2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota 

Direksi  lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. 

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 

Nama Dewan 

Komisaris 

Kepemilikan Saham 

PT.BPR Chandra 
Muktiartha 

BPR lain 
Perusahaan 

lain 

FX Soewardi W.P  Nihil Nihil Nihil 

Dharmawan, SE, Akt Nihil Nihil Nihil 

 

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA 

DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, 

DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR. 

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan antara satu dengan 

yang lainnya, selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan 

dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi , dan Pemegang Saham. 

2. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan 

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham. 

 

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI 

DAN DEWAN KOMISARIS 

Keputusan besaran Gaji/Honorarium diputuskan melalui RUPS setiap 

tahun. Selain penerimaan Gaji/Honorarium, pengurus mendapatkan 

fasilitas berupa kendaraan roda empat. Setiap tahun pengurus dan 

karyawan mendapatkan Jasa Produksi yang besarannya diputuskan melalui 

RUPS bersamaan dengan RUPS penentuan Gaji/Honorarium dalam tahun 

tersebut. Pengurus tidak mendapatkan intensif atas kinerja tiap bulannya, 

pemberian intensif hanya diberikan kepada karyawan sesuai ketentuan 

yang berlaku. Pengurus baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak 

mendapatkan kompensasi berbasis saham maupun tunjangan lain yang 

tidak disebutkan dalam Gaji/Honorarium. Berikut adalah informasi 

mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan 

Komisaris dan Direksi selama tahun 2018. 

 

 

 



 

 

 

Jenis Remunerasi dan fasilitas Lain 
Jumlah diterima dalam 1 Tahun 

Orang Ribuan(Rp) 

Remunerasi yang berbentuk non 

natura(Honorarium dan penghasilan 

tetap lainnya,asuransi,bonus dan 

tunjangan) 

5 

 

2.131.279 

Fasilitas yang diterima Dewan Komisaris Direksi Sewa/bulan 

Mobil Sewa Milik BPR Sewa Milik BPR  

1. Innova - -  v - 

2. BRV - - v  6.386.000 

 

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH 

Yang dimaksud dengan Gaji adalah Hak pegawai yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada pegawai 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan 

bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 

telah dilakukannya. 

Berikut adalah rasio gaji terendah dan tertinggi pada tahun 2018 

No Rasio Skala 

1 Rasio gaji pegawai yang terendah dan tertinggi adalah  1 : 10,50 

2 Rasio gaji Direksi yang terendah dan tertinggi adalah 1 : 2,17 

3 Rasio gaji Komisaris yang terendah dan tertinggi adalah    1 : 1,16 

4 Rasio gaji Komisaris tertinggi dan Direksi tertinggi adalah 1 : 3,50 

5 Rasio gaji Pegawai tertinggi dan Direksi tertinggi adalah    1 : 2,57 

 

 

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS 

Rapat- rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

No Topik Rapat Tanggal Peserta Rapat 

1 Evaluasi kinerja Feb 2018  12-03-2018 
FX.Soewardi WP  
Dharmawan SE,Akt 

2 Evaluasi kinerja Maret 2018  09-04-2018 
FX.Soewardi WP  
Dharmawan SE,Akt 



 

3 Evaluasi kinerja April 2018  17-05-2018 
FX.Soewardi WP  

Dharmawan SE,Akt 

4 
Evaluasi kinerja Mei 2018 dan 

kepegawaian  
05-06-2018 

FX.Soewardi WP  

Dharmawan SE,Akt 

5 Evaluasi kinerja Juni 2018 06-07-2018 
FX.Soewardi WP  
Dharmawan SE,Akt 

6 
Evaluasi kinerja Juli 2018 dan 

realisasi RBB 
10-08-2018 

FX.Soewardi WP  

Dharmawan SE,Akt 

7 Evaluasi kinerja Agustus 2018 12-09-2018 
FX.Soewardi WP  
Dharmawan SE,Akt 

8 

Evaluasi kinerja September 

2018, permasalaahan 

operasional dan Audit TI 

08-10-2018 
FX.Soewardi WP 
Dharmawan SE,Akt 

9 
Evaluasi kinerja Oktober 2018 
dan kebijakan penyelesaian 

kredit yang hapus buku 

08-11-2018 
FX.Soewardi WP 

Dharmawan SE,Akt 

10 
Evaluasi kinerja November 2018 
dan laporan Audit Intern TI 

13-12-2018 
FX.Soewardi WP 
Dharmawan SE,Akt 

 Jumlah Rapat 10  

Keterangan: Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat 

Mengingat jumlah Anggota Dewan Komisaris ada 2 (dua), maka kehadiran 

dalam rapat semuanya sama yaitu 100%. Data Kehadiran Anggota Dewan 

Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris: 

Nama Anggota Dewan Komisaris 
Jumlah 

kehadiran 

Persentase 

kehadiran 

FX.Soewardi WP  10 100% 

Dharmawan SE,Akt 10 100% 

Total rapat per tahun 10 kali  

 

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA 

PENYELESAIAN OLEH BPR 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPR selama Tahun 

2018 ditemukan adanya penyimpangan intern. Hal ini berarti, di tahun 

2018 terjadi penyimpangan, kecurangan dan/atau penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh karyawan terkait proses kerja dan 

operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR. 

Internal Froud dalam 1 

tahun 

Jumlah Kasus yang dilakukan oleh 

Direksi 

Dewan 

Komisari

s 

Pegawai 
Tetap 

Pegawai 
Kontrak 

2018 2018 2018 2018 

Total Fraud Nihil Nihil 1 1 

Telah Diselesaikan 
- - 

Telah 

selesai 

Telah 

selesai 



 

Dalam proses penyelesaian 
internal BPR - - - - 

Belum diupayakan 
penyelesaiannya 

- - - - 

Telah ditindaklanjuti 

melalui proses hukum 
- - - - 

Pada Tahun 2018 ada  2 kasus penyimpangan intern 

 

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA  

Permasalahan Hukum yang terjadi sampai Desember 2018, beserta status 

penyelesaiaannya : 

Permasalahan Hukum 

Jumlah 

Perdata Pidana 

Kantor Pusat ada 7 Permasalahan Hukum 7 - 

Telah selesai ( telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap) 

1 - 

Dalam Proses penyelesaian 6 - 

Kantor Cabang Kota ada 5 Permasalahan Hukum 5 - 

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap) 

2 - 

Dalam Proses penyelesaian 3 - 

Kantor Cabang Wonosari ada 5 Permasalahan Hukum 5 - 

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap) 
1 - 

Dalam Proses penyelesaian 4 - 

Total Permasalah Hukum 
17 - 

Pada tahun 2018 terdapat 17 Permasalahan Hukum  

 

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN 

Selama Tahun 2018, tidak ada transaksi yang mengandung Benturan 

Kepentingan. Transaksi-transaksi yang memiliki potensi mengandung 

benturan kepentingan, telah dipertimbangkan dan dilakukan sesuai 

ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak 

memiliki potensi membuat kerugian BPR.  

 

 

 

 



 

Tabel berikut ini menunjukan transaksi-transaksi berkaitan dengan pihak 

terkait yang mengandung benturan kepentingan : 

No Nama dan 

Jabatan Pihak 
yang memiliki 

Benturan 
Kepentingan 

Nama dan 

Jabatan 
Pengambil 

Keputusan 

Jenis 

Transaksi 

Nilai 

Transaksi 
(Juta 

Rupiah) 

Keterangan 

 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

Pada tahun 2018 tidak terdapat Benturan Kepentingan 

 

M. PEMBERIAN DANA / BANTUAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN 

KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA. 

No Nama Penerima 
Jumlah (Juta 

Rp) 
Tanggal 

1 Panitia Natal BMPD DIY Rp. 3.000.000 04-01-2018 

2 Panitia Acara Voli Ds. Toboyo  Rp.   500.000 27-02-2018 

3 Panitia Acara Olah Raga Wonosari  Rp.   200.000 20-06-2017 

4 Panitia HUT SMK Cipta Bhakti Husada  Rp.   500.000 07-07-2017 

5 Panitia bola voli bupati Cup  Rp.    300.000 20-04-2018 

6 Panitia sepeda gembira MTS Muh Sodo Rp.    200.000 07-05-2018 

7 
Panitia Bencana Banjir dan Longsor 

Pekalongan 
Rp. 2.000.000 30-05-2018 

8 Panitia acara ramadhan Ds Balerejo Rp.    250.000 09-06-2018 

9 Panitia syawalan Kec. Wonosari Rp.    300.000 03-07-2018 

10 
Panitia Bhayangkara polsek Gunung 

Kidul 
Rp. 1.000.000 06-07-2018 

11 Panitia HUT RI Kec. Karangmojo Rp.    200.000 09-07-2018 

12 Panitia bersih desa Bedoyo Pojong Rp.   250.000 18-07-2018 

13 Panitia olahraga badminton Rp.    250.000 18-07-2018 

14 Panitia HUT RI Kec Karangmojo Rp.    250.000 19-07-2018 

15 Panitia senam masal Rp.    215.000 09-08-2018 

16 Panitia HUT RI dukuh juru gentong Rp.   750.000   14-08-2018 

17 Panitia HUT RI Kec Banguntapan RP.   500.000 14-08-2018 

18 Panitia HUT RI Ds Baleharjo Rp.   300.000 18-08-2018 

19 Panitia LMB senam Kec.Piyungan Rp.   200.000 24-08-2018 



 

20 
Penitia hari pengentasan kemiskinan 
Kec. Sedayu 

Rp.  500.000 24-09-2018 

21 Panitia bakti sosial gempa di Palu Rp. 3.500.000 09-10-2018 

22 Panitia HUT RI Ds Banguntapan Rp.   500.000 30-10-2018 

23 Panitia bola voli Wonosari Rp.   500.000 31-10-2018 

    Pada tahun 2018 ada 23 pemberian Dana / Bantuan untuk kegiatan sosial. 

 

N. HASIL PENILAIAN ( SELF ASSESMENT ) 

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 4/POJK.03/2015 

pasal 77 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. 

BPR Chandra Muktiartha melakukan Self Assessment untuk periode yang 

berakhir pada 31 Desember 2018. Kertas kerja dan kesimpulan Self 

Assessment dilampirkan dalam laporan ini. 

 

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit Self Assessment 

untuk periode 2018 : 

No Faktor yang dinilai 
Bobot 

B 
Peringkat Nilai 

1 Pelaksanaan Tugas dan 
Tanggung Jawab Direksi 

20 Sangat Baik 0,35 

2 Pelaksanaan Tugas dan 
Tanggung Jawab Dewan 

komisaris 

15 Sangat Baik 0,30 

3 Penanganan Benturan 
Kepentingan  

10 Cukup Baik 0,22 

4 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10 Baik 0,25 

5 Penerapan Fungsi Audit Intern 10        Baik 0,26 

6 Penerapan Fungsi Audit 

Ekstern 
2,5 Baik 0,05 

7 Penerapan Manajemen Resiko, 

termasuk sistem Pengendalian 
Intern * 

10 0 0,00 

8 Batas Maksimum Pemberian 

Kredit 
7,5 Cukup Baik 0,24 

9 Rencana Bisnis BPR 7,5 Baik 0,17 

10 Transparansi Kondisi 
Keuangan dan Non Keuangan 

7,5 Baik 0,16 

 Nilai Komposit 100  2,00 

 Peringkat Komposit   Baik 

 



 

 

 
 

 

 

 


